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ABSTRACT 

This research aims to analyze the implementation of government accounting standards in the financial statements 

of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights. The study focuses on the application and 

conformity, as well as the quality of government financial statements from 2022 through 2023. The research 

sample uses purposive sampling, consisting of employees from the accounting and finance division, as well as the 

financial statement preparation team. The results show that the implementation of PSAP 01 in the financial 

statements produced by the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights is efficient, and the 

financial reports comply with applicable regulations, making them accountable. The percentage of conformity 

with SAP in the financial statements of the Inspectorate General is 95.65%. Although the financial statements of 

the Inspectorate General are in accordance with the applicable SAP, the quality of the reports is not yet perfect, 

which affects the accountability of the reports. There are still some inaccurate pieces of information in the audits, 

such as insufficient internal control and a lack of clear separation of duties between financial managers and 

supervisors. A significant finding is that the staff involved in preparing the financial statements do not fully 

understand SAP. The financial statements of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights 

comply with the SAP applied by the government, with financial statement components including the Budget 

Realization Report, Changes in SAL Report, Balance Sheet, Operational Report, Changes in Equity Report, and 

Notes to the Financial Statements. 

 

PENDAHULUAN 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, standar, dan 

prosedur akuntansi yang dirancang khusus untuk mengatur penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan entitas pemerintahan. SAP merupakan kerangka kerja yang digunakan 

oleh pemerintah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memenuhi 

standar yang ditetapkan, termasuk kriteria keakuratan, keandalan, dan relevansi (Chodijah, 

S., & Hidayah, N. 2018). Namun, untuk memahami SAP secara lebih mendalam, perlu 

dijabarkan dari konsep umum ke khusus. SAP bertujuan untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang berkualitas bagi entitas pemerintahan. 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual 

dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan(PSAP). PSAP 

adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. SAP Lampiran I yaitu Berbasis 

Akrual dilengkapi dengan PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 

SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan 

keuangan pemerintah dengan menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan standar yang 

berlaku umum (Safitri, D. 2017). Evaluasi ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap 

kesesuaian teknis, tetapi juga melihat dampak keseluruhan pada kualitas informasi keuangan 

yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. SAP berbasis akrual mengharuskan 

pengakuan pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan hanya saat kas 

diterima atau dibayarkan. Pendekatan ini meningkatkan relevansi dan keandalan 

laporan keuangan karena mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari entitas 

pemerintah (Nur Hayadi & Iin Rosini, 2019). 
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Pemilihan Inspektorat Jenderal Kemenkumham didasarkan pada beberapa temuan isu 

BPK seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Hal ini dimungkinkan 

perlunya penerapan SAP dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidakwajaran dana 

dan transparansi yang buruk dari instansi pemerintah. Penelitian juga didasari adanya kasus 

yang terjadi 5 tahun ke belakang untuk memastikan kebaharuan skripsi. 

Pengukuran utang harus dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari arus kas 

yang diharapkan untuk melunasi kewajiban tersebut. Utang jangka panjang seperti pinjaman 

atau obligasi harus diukur berdasarkan nilai kini dari pembayaran bunga dan pokok yang 

akan dilakukan di masa mendatang. Penilaian yang akurat terhadap aset dan utang ini 

penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan Inspektorat 

Jenderal Kemenkumham. Pengungkapan informasi keuangan merupakan elemen penting 

lainnya dalam analisis ini. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kemenkumham harus 

mencakup penyajian yang lengkap dan relevan dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Pengungkapan yang baik harus memberikan informasi tambahan yang membantu para 

pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja operasional 

entitas. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang 

digunakan, estimasi yang signifikan, dan rincian transaksi yang tidak biasa. Pengungkapan 

yang lengkap dan transparan ini membantu meningkatkan kepercayaan para pemangku 

kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Hukum dan HAM”. 

 

TINJAUAN TEORI 

Akuntansi Pemerintah 

Boja et al. (2023) menjelaskan terkait akuntansi pemerintah, dimana akuntansi 

pemerintah merupakan akuntansi dari adanya aktivitas pemberian jasa untuk penyediaan 

informasi keuangan pemerintah berdasarkan dengan proses akuntansi yang ada di 

pemerintah. 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Tegor et al. (2021) memaparkan pengertian dari laporan keuangan, dimana laporan 

keuangan adalah laporan yang terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh entitas dalam periode tertentu. Setiap Entitas/Badan diwajibkan melakukan 

pelaporan keuangan tanpa terkecuali pemerintah. 

 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 

terkait Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip terkait 

akuntansi yang akan diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pada 

pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan untuk menilai dan mengevaluasi 

efektivitas serta efisiensi entitas pelaporan, dan taat pada Peraturan yang mengatur. 

SAP dikeluarkan dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 

Standar yang telah ditetapkan mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. 

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 diganti dengan peraturan baru yaitu PP 

No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 

pada PP No. 24 Tahun 2005 pencatatan laporan keuangan menggunakan basis pencatatan 

menuju akrual (Cash towards accrual) sedangkan pada peraturan terbaru pencatatan 

laporan keuagan diganti menjadi basis pencatatan akrual (Accrual basis) 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  dalam 

waktu 2 bulan.  Mulai dari bulan  Agustus sampai September 2024. Desain penelitian  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif.  Peneliti menggunakan deskriptif 

kualitatif karena peneliti dapat memahami karakteristik data dan membuat kesimpulan yang 

lebih akurat tentang fenomena yang sedang diamati. Peneliti akan melakukan wawancara 

dengan pihak terkait dan menganalisis dokumen, seperti laporan keuangan dan kebijakan 

internal, serta penerapan SAP untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsaan data menggunakan keabsaan data validitas 

credibility yang melibatkan penelitian hasil penelitian kualitatif yang kedital dapat 

dipercaya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada PSAP No.01 pengungkapan informasi keuangan dituntut lebih detail dan 

transparan, termasuk rincian tentang kewajiban jangka panjang, aset tetap, dan kondisi 

keuangan secara keseluruhan. Hal ini membantu pemangku kepentingan mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan pemerintah. PSAP No.01 menjabarkan 

terkait entitas melakukan pengungkapan pelaporan baik dalam neraca maupun dalam catatan 

atas laporan keuangan (CaLK), dimana pos-pos yang disajikan sesuai dengan standar yang 

berlaku. Pengungkapan pos-pos pada laporan keuangan divariasikan sesuai dengan 

kebutuhan dari suatu entitas, Adapun implementasi dari PSAP No.01 yang digunakan pada 

Inspektorat Jederal Kementerian Hukum dan HAM terlihat dari aspek penyajian laporan 

keuangan. 

Berdasarkan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAP 

No.01 dijelaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah, dengan komponen laporan 

keuangan terdiri dari Laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL 

sedangkan laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE) serta CaLK. 

 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, telah melaksanakan 

penerapan  PSAP  dengan  membuat  laporan  realisasi anggaran dengan menggunakan 
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sistem SAI sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan 

tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian LRA yang telah dibuat oleh 

entitas tempat penelitian berlangsung anggaran dengan menggunakan sistem SAI sesuai 

dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tampilan data 

penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian LRA yang telah dibuat oleh entitas tempat 

penelitian berlangsung 

 

b. Neraca 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Berikut data Laporan neraca yang dibuat pada periode 2022/2023, dan disebar luaskan 

menggunakan Alamat web Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Berikut 

merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian Neraca yang telah 

dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 

PSAP No.01 menetapkan bahwa laporan posisi keuangan (neraca) harus disusun 

menggunakan basis akrual. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas harus diakui saat 

peristiwa ekonomi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan neraca yang 

dibuat inspektorat jenderal kementerian hukum dan HAM telah mengklasifikasikan aset dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No.01, memastikan 

transparansi dalam pencatatan. Pencatatan kewajiban jangka pendek sudah dilakukan 

dengan baik sesuai ketentuan PSAP No.01. Namun, laporan ini tidak mencantumkan 

kewajiban jangka panjang. 
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c. Laporan Operasional (LO) 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Untuk memastikan Laporan Operasional (LO) sudah sesuai dengan PSAP No.01, 

diperlukan pemeriksaan aspek yang diatur dalam basis akrual. PSAP No.01 mengatur 

bahwa pendapatan operasional harus diakui sesuai dengan prinsip akrual, baik dari 

pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau sumber lainnya, sehingga Pendapatan 

operasional sudah diakui sesuai prinsip akrual, yang sesuai dengan PSAP No.01. Aspek 

lainnya ialah PSAP No.01 mengharuskan penyajian surplus atau defisit dari kegiatan 

operasional. Laporan yang dibuat sudah mencatat defisit dari kegiatan operasional sebesar 

Rp 64.685.776.875 untuk tahun 2023, yang mencerminkan hasil dari perhitungan 

pendapatan dan beban operasional. PSAP No.01 mengharuskan penyajian informasi 

komparatif dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan data komparatif antara tahun 

2023 dan 2022, dengan perbandingan pada setiap komponen pendapatan, beban, dan 

surplus/defisit. Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian 

Laporan Operasioanal yang telah dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan 

HAM. 
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d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian 

Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung. 

Dalam LPE, perubahan ekuitas yang harus dicatat termasuk hasil operasi pemerintah, 

pengaruh penyesuaian akuntansi, atau kebijakan akuntansi yang baru diterapkan. Ini 

mencakup ekuitas awal, surplus/defisit operasional, dan ekuitas akhir; PSAP No.01 

mensyaratkan bahwa surplus atau defisit dari laporan operasional diakui dalam LPE, yang 

akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Dapat dilihat bahwa LPE yang dibuat telah sesuai 

dengan aspek yang terdapat pada kebijakan PSAP No.01. 

 

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian 

Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung. 

Dalam LPE, perubahan ekuitas yang harus dicatat termasuk hasil operasi pemerintah, 

pengaruh penyesuaian akuntansi, atau kebijakan akuntansi yang baru diterapkan. Ini 
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mencakup ekuitas awal, surplus/defisit operasional, dan ekuitas akhir; PSAP No.01 

mensyaratkan bahwa surplus atau defisit dari laporan operasional diakui dalam LPE, yang 

akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Dapat dilihat bahwa LPE yang dibuat telah sesuai 

dengan aspek yang terdapat pada kebijakan PSAP No.01. 

 

f. CaLK 

 

 
 

 
Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024) 

 

Pada Itjen Kemenkumham sendiri memiliki laporan keuangan yang dibuat seperti 

LRA, Neraca, LPE, LO dan CaLK. Itjen Kemenkumham tidak membuat Laporan Perubahan 

SAL dikarenakan penyajian laporan tersebut disajikan oleh bendahara umum negara (BUN) 

dan entitas pelaporan yang Menyusun laporan keuangan konsolidasi 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Laporan keuangan yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sehingga laporan keuangan tersebut bersifat akuntabilitas dan presentase keseuaian 

penerapan SAP pada laporan keuangan Itjen ialah sebesar 95,65%. Laporan keuangan 

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP yang diterapkan 

oleh pemerintah dengan komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan 
Saran 

Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dan primer 

hanya dari wawancara seharusnya menyebar kuisioner kepada perangkat pemerintahan 

yang memang laporan keuangannya menggunakan SAP. Peneliti selanjutnya harus lebih 

mempertimbangkan untuk lebih memperluas periode penelitiannya, semisal memperluas 
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hingga lina tahun atau lebih. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan unit analisis lagi 

agar dapat membandingkan kualitas laporan keuangannya.  
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